
 
 
 
 

 

GUBERNUR JAMBI 
 

PERATURAN GUBERNUR JAMBI 
NOMOR   24   TAHUN 2011 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR  39 TAHUN 2009 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 

BERTARAF INTERNASIONAL PROVINSI JAMBI 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAMBI, 
 

 

Menimbang  :  a. bahwa  berdasarkan Pasal  17  Peraturan Gubernur  Nomor  39 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Menengah Atas Negeri Bertaraf 
Internasional, dalam rangka keberlangsungan dan efektifitasnya Peraturan 
Gubernur ini dievaluasi minimal satu tahun sejak Peraturan ditetapkan; 
 

b. bahwa  berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi SMA Negeri Bertaraf 
Internasional Provinsi Jambi sesuai Keputusan Gubernur Jambi Nomor 
35/KepGub/Diknas/2011 tentang Tim Evaluasi SMA Negeri Bertaraf 
Internasional Provinsi Jambi belum layak untuk dijadikan Sekolah Bertaraf 
Internasional; 
 

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan 
Peraturan Gubernur Nomor  39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Sekolah Menengah Atas Negeri Bertaraf Internasional.  

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957  menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);   

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200); 

 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 

 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);  

 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi Perangkat 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang  Pendanaan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105); 

 

15. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2009; 

 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2009 tentang Penetapan 
Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Daerah Tahun 2009; 

 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

 

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 
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19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 sebagai 
penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006; 

 

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 

 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang 
Sertifikasi bagi Guru dan Jabatan; 

 
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

 

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
Standar Penilaian Pendidikan; 

 

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Standar  Sarana Prasarana  Sekolah SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA; 

 

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

 

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2008 Nomor  7); 

 

27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja 
Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 
Nomor 14); 

 

 
 

MEMUTUSKAN:  
 
 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

GUBERNUR NOMOR  39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI BERTARAF 

INTERNASIONAL PROVINSI JAMBI. 

 

Pasal 1 
 

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Jambi Nomor  39 Tahun 2009 
tentang Sekolah Menengah Atas Negeri Bertaraf Internasional Provinsi Jambi. 

 

Pasal 2 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pencabutan ini akan ditindaklanjuti oleh Kepala 
Diknas Pendidikan Provinsi Jambi. 
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Pasal 3 

Peraturan  Gubernur  ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. 

                 
 

                                                    Ditetapkan  di    Jambi 
                                                    pada tanggal      12 Mei        2011 

  
                                                                                                                      GUBERNUR JAMBI 

 
                                      dto 

 
                                                                                                                   H. HASAN BASRI AGUS 

 
Diundangkan di   Jambi 
pada tanggal    12  Mei     2011 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, 

                         dto 

 

  A.MAKDAMI FIRDAUS 

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN  2011  NOMOR  24 
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